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KETERANGAN PENGUSUL TERHADAP  

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN  
PADA RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI 
----------------------------------------------------------- 

 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Salam sejahtera bagi kita semua. 
Yang Terhormat Saudara Pimpinan Badan Legislasi dan para Anggota Dewan,  
serta hadirin yang kami hormati.  

 
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena dengan rahmat dan ridho-Nya lah, kita pada hari ini masih bisa bertemu 
dalam Rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal’ afiat.  

 
Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati. Pada 

kesempatan yang baik ini, dapat kami sampaikan penjelasan tentang RUU Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Kejaksaan. 

 
Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu penegakan hukum 
tersebut dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak 
manapun. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis) mempunyai 
kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang 
dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak 
berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 

 
Kejaksaan diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU tentang Kejaksaan), yang mencabut 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam 
perjalanannya, UU tentang Kejaksaan telah diajukan beberapa kali judicial review 
pada Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 
mempengaruhi tugas Jaksa seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-
20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk 
menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus melalui pengujian di sidang 
pengadilan, selanjutnya terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 
130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dimana Penyidik wajib menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dalam 
waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Putusan ini 
mencerminkan penegasan Asas Dominus Litis yang hanya dimiliki oleh Jaksa.  

 
Selain itu, telah terjadi pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) 

menjadi keadilan restoratif. Hal ini tergambar dengan munculnya Peraturan 
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perundang-undangan yang mengedepankan paradigma tersebut seperti Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-
Undang Pencucian Uang yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2010 yang mana Kejaksaan diberikan peran untuk menggunakan dan 
mengedepankan Keadilan Restoratif. Rasa keadilan masyarakat saat ini 
menghendaki penanganan kasus-kasus yang relatif ringan dan beraspek 
kemanusiaan seperti Pencurian yang nilai kerugiannya minim, Jaksa harus dapat 
menuntut atau bersikap dengan berpedoman kepada Keadilan Restoratif. 
Perkembangan lain adalah bahwa dalam penegakan hukum tidak hanya menggunaan 
pendekatan preventif-represif, namun juga dapat diambil pendekatan lainnya seperti 
Penyelesaian Sengketa Alternatif sebagaimana halnya Mediasi Penal. Hal tersebut 
merupakan salah satu perwujudan dari diskresi penuntutan (Prosecutorial 
Discretionary).  

 
Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi 

seperti United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC), United 
Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi oleh Indonesia 
dimana Indonesia harus menjalankan norma-norma dalam Konvensi itu sebagai suatu 
ketaatan (compliance). Norma-norma baru yang ada tersebut juga mempengaruhi 
terhadap kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan. Ketentuan tersebut menjadi 
alasan perubahan Undang-Undang Kejaksaan utamanya hal-hal yang berkaitan 
dengan independensi dalam Penuntutan, Akuntabilitas Penanganan Perkara, Standar 
Profesionalitas, dan Perlindungan bagi para Jaksa.  

 
Hal lain yang menjadi penting dalam menguatkan kedudukan Jaksa dalam sistem 

pemerintahan adalah jabatan Jaksa sebagai kekhususan di dalam Aparatur Sipil 
Negara sebagaimana pegawai di Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Karakteristik Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa sebagai suatu 
profesi harus diwadahi dalam suatu bentuk pengaturan kepegawaian secara khusus. 

 
Perubahan ini juga menghimpun beberapa kewenangan Jaksa Agung, 

Kejaksaan, dan Jaksa yang tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan 
untuk dapatnya dilaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Jaksa untuk lebih optimal 
seperti kewenangan melakukan Penyidikan dalam tindak pidana korupsi, perusakan 
hutan, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya. Hal ini sejalan dengan semangat 
penyederhanaan legislasi sehingga dengan perubahan ini Undang-Undang 
Kejaksaan Republik Indonesia lebih komprehensif dan terpadu. Dengan demikian, 
perubahan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 merupakan suatu hal 
yang penting agar sistem peradilan pidana dapat berjalan secara optimal. 

  
Adapun beberapa hal yang disempurnakan dalam rancangan undang-undang ini, 

antara lain:  
1. Penyempurnaan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana tertentu yang tidak hanya terbatas pada Tindak Pidana Korupsi, seperti: 
Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Kehutanan, Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang Berat, dan Tindak pidana lainnya yang diatur dalam 
undang-undang;  

2. Pengaturan mengenai Intelijen Penegakan Hukum (Intelijen Yustisial) yang 
disesuaikan Undang-Undang tentang Intelijen Negara;  
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3. Kewenangan Pengawasan Barang Cetakan dan Multimedia yang diatur dan 
menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-
20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bahwa Kejaksaan sebagai lembaga 
negara yang melakukan pengamanan terhadap peredaran barang cetakan 
harus melakukan penyitaan atau tindakan hukum lain melalui proses peradilan. 
Mengingat perkembangan teknologi, maka dicantumkan frasa “multimedia”.  

4. Pengaturan fungsi Advocaat Generaal bagi Jaksa Agung.  Pada dasarnya, 
Jaksa Agung memiliki kewenangan Advocaat Generaal sebagaimana yang 
disebutkan salah satunya dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung 
dimana Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara 
kepada Mahkamah Agung dalam permohonan Kasasi.  

5. Penguatan Sumber Daya Manusia Kejaksaan melalui pengembangan 
pendidikan di bidang profesi, akademik, keahlian, dan kedinasan;  

6. Pengaturan kewenangan kerjasama Kejaksaan dengan lembaga penegak 
hukum dari negara lain, dan lembaga atau organisasi internasional.  

7. Pengaturan untuk Kewenangan Kejaksaan lain seperti memberikan 
pertimbangan dan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang 
ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah 
diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik maupun 
menerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;  

8. Penegasan peran Kejaksaan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan 
negara dan bangsa pada saat negara dalam keadaan bahaya, darurat sipil dan 
militer, dan dalam keadaan perang.  

 
Demikian disampaikan paparan tentang urgensi RUU Kejaksaan agar dapat 

dilakukan harmonisasi oleh Badan Legislasi DPR RI. 
 
 
 

Jakarta, 31 Agustus 2020 
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